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Abstrak 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah 

Tangga (UU PKDRT) merupakan landasan hukum yang penting dalam memberikan 

perlindungan bagi korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Indonesia. 

Penelitian ini bertujuan  untuk mengetahui bagaimana upaya perlindungan hukum 

terhadap korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) dalam Undang-undang Nomor 

23 Tahun 2004, serta mengetahui bagaimana evaluasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2004 pada saat ini ketika Undang-Undang ini telah berjalan. Hasil analisis menunjukkan 

bahwa UU PKDRT telah menyediakan upaya perlindungan hukum berupa perlindungan 

sementara, perlindungan tetap, layanan kesehatan, pendampingan hukum, dan pemulihan 

psikologis. Namun, perlindungan hukum tersebut masih menghadapi berbagai kendala, 

seperti kurangnya pemahaman aparat penegak hukum, minimnya fasilitas pendukung, 

serta tekanan sosial yang dihadapi oleh korban. Oleh karena itu, diperlukan upaya 

penguatan dari sisi regulasi, sosialisasi hukum, serta peningkatan kapasitas lembaga 

terkait guna menjamin terpenuhinya hak-hak korban KDRT secara efektif dan 

menyeluruh. 

Kata Kunci: Kekerasan dalam Rumah Tangga, Perlindungan Hukum, UU No. 23 Tahun 

2004, Korban, Analisis Yuridis. 

Abstract 

Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence (UU PKDRT) 

is an important legal basis in providing protection for victims of domestic violence 

(KDRT) in Indonesia. This study aims to determine how legal protection efforts for 

victims of Domestic Violence (KDRT) are in Law Number 23 of 2004, and to find out 

how the evaluation of Law Number 23 of 2004 is currently when this Law has been 

implemented. The results of the analysis show that the PKDRT Law has provided a legal 

protection mechanism in the form of temporary protection, permanent protection, health 

services, legal assistance, and psychological recovery. However, this legal protection still 

faces various obstacles, such as a lack of understanding of law enforcement officers, 

minimal supporting facilities, and social pressures faced by victims. Therefore, efforts are 

needed to strengthen regulations, legal socialization, and increase the capacity of related 

institutions to ensure that the rights of victims of domestic violence are fulfilled 

effectively and comprehensively. Keywords: Domestic Violence, Legal Protection, Law 

No. 23 of 2004, Victims, Legal Analysis. 

Keywords: Domestic Violence, Legal Protection, Law No. 23 of 2004, Victims, Legal 

Analysis. 
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1. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Di masa kini, rumah tangga menghadapi lebih banyak masalah dan tantangan. Ini 

mengakibatkan peningkatan jumlah masalah dan kebutuhan rumah tangga.1  Korban dan 

anggota keluarga lainnya yang terkena kekerasan dalam rumah tangga sering mengakibatkan 

rasa trauma serta penderitaan setelah mengalami kekerasan dalam hubungan keluarga mereka.  

Kekerasan rumah tangga adalah bentuk kekerasan terhadap manusia yang dianggap melanggar 

HAM.2  Pada dasarnya, perlindungan hak asasi manusia mencakup perlindungan hak-hak 

korban. Korban membutuhkan perlindungan agar hak-haknya dilindungi karena hak-hak 

tersangka lebih terlindungi di dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Komnas perempuan 

mencatat sebagai berikut :  

Tabel 1. Jumlah KDRT di Indonesia 

 

Sumber: https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/isu_sepekan/Isu%20Sepekan---III-PUSLIT-Agustus-2024-177.pdf 

Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Implementasi UU PKDRT. 

 

Pada tahun 2020 meskipun tecatat adanya penurunan korban ke berbagai Lembaga 

Layanan di masa pandemik Covid-19 dengan sejumlah kendala sistem dan pembatasan sosial, 

Komnas Perempuan justru menerima kenaikan pengaduan langsung sebesar 2.389 kasus 

dibandingkan tahun sebelumnya. Ranah kekerasan terbanyak yang diadukan ke Komnas 

Perempuan sendiri adalah KDRT sebanyak 65%.3 Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) kasus 

Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dilaporkan ke kepolisian pada tahun 2021 sebanyak 

7.435. Jumlah kekerasan dalam rumah tangga tersebut lebih rendah 8,25% dari tahun 

 
1 Fauzia Latief, “Perceraian Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Pengadilan Agama Gorontalo , Jurnal  

Hukum,Pendidikan, dan Sosial Huamniora vol. 1, no. 3, May 2024. hlm.240 
2 Ibid 
3 https://psw.ugm.ac.id/2021/03/09/komnas-perempuan-launcing-catatan-tahunan-

2020/#:~:text=Ranah%20kekerasan%20terbanyak%20yang%20diadukan%20langsung%20ke,kasus%20merupa

kan%20kasus%20yang%20paling%20banyak%20diadukan. Komnas Perempuan: Launcing Catatan Tahunan 

2020 

Tahun Jumlah KDRT di Indonesia 

2020 8.104 

2021 7.435 

2022 5.526 

2023 11.324 

2024 11.098 

https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/isu_sepekan/Isu%20Sepekan---III-PUSLIT-Agustus-2024-177.pdf
https://psw.ugm.ac.id/2021/03/09/komnas-perempuan-launcing-catatan-tahunan-2020/#:~:text=Ranah%20kekerasan%20terbanyak%20yang%20diadukan%20langsung%20ke,kasus%20merupakan%20kasus%20yang%20paling%20banyak%20diadukan
https://psw.ugm.ac.id/2021/03/09/komnas-perempuan-launcing-catatan-tahunan-2020/#:~:text=Ranah%20kekerasan%20terbanyak%20yang%20diadukan%20langsung%20ke,kasus%20merupakan%20kasus%20yang%20paling%20banyak%20diadukan
https://psw.ugm.ac.id/2021/03/09/komnas-perempuan-launcing-catatan-tahunan-2020/#:~:text=Ranah%20kekerasan%20terbanyak%20yang%20diadukan%20langsung%20ke,kasus%20merupakan%20kasus%20yang%20paling%20banyak%20diadukan
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sebelumnya. 4 Hal ini sedikit menunjukkan bagaimana Undang-Undang PKDRT ini bekerja 

yang mengakibatkan adanya penurunan yang cukup baik. Bedasarkan data Badan Pusat 

Statistik (BPS), ada 5.526 kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Indonesia pada 2022. 

Jumlah tersebtu menurun hingga 25,68% dibandingkan tahun sebelumnya. Kasus kekerasan 

dalam rumah tangga di Indonesia dalam tiga tahun terakhir mengalami penurunan.5 Data dari 

Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) menunjukkan, 

selama tahun 2023 jumlah kasus kekerasan mencapai 18.466 kasus. dari jumlah tersebut, 

korban terbanyak adalah perempuan sebanyak 88,5% dan 11.324 di antaranya merupakan 

kasus KDRT. Kasus kekerasan menurut Catatat Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak (Kemen PPPA) menunjukkan bahwa pada tahun 2024 kekerasan sendiri 

ada 28.789 kasus. Dari total kasus tersebut, mayoritas korbannya adalah perempuan dengan 

24.789 kasus. Budaya patriarki menjadi pemicu KDRT dalam masyarakat. Kasus KDRT sendiri 

pada tahun 2024 sebanyak 11.098 dimana angka tersebut sangat tinggi dibandingkan dengan 

tahun sebelumnya.6 

Berdasarkan permasalahan diatas, maka penulis meneliti lebih lanjut tentang permasalahan 

perlindungan korban kekerasan dalam rumah tangga apakah masih relevan pada tahun 2024. 

Oleh karena itu penulis mengangkat permasalahan ini dengan judul “Analisis Yuridis 

Terhadap Perlindungan Hukum Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004.” 

1.2 Rumusan Masalah 

1) Bagaimana upaya perlindungan korban KDRT dalam Undang-undang Nomor 23 

Tahun 2004? 

2) Bagaimana evaluasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 pada saat ini? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini memiliki tujuan yaitu untuk mengetahui bagaimana upaya perlindungan hukum 

terhadap korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) dalam Undang-undang Nomor 23 

Tahun 2004. Untuk mengetahui bagaimana evaluasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 

pada saat ini ketika Undang-Undang ini telah berjalan. 

 

 
4 https://databoks.katadata.co.id/demografi/statistik/603a7aecf3fa9b6/daftar-10-polda-dengan-pelaporan-kasus-

kdrt-tertinggi-pada-2021 Daftar 10 Polda dengan Pelapor Kasus KDRT Tertinggi pada Tahun 2021 
5 https://dataindonesia.id/varia/detail/data-jumlah-kasus-kdrt-di-indonesia-pada-2022 Data Jumlah Kasus KDRT 

di Indonesia pada 2022 
6 Palupi, Urgensi Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Jurnal Agama, Sosial, 

Perempuan dan Anak, Vol.17 No.1 (2025) 

https://databoks.katadata.co.id/demografi/statistik/603a7aecf3fa9b6/daftar-10-polda-dengan-pelaporan-kasus-kdrt-tertinggi-pada-2021
https://databoks.katadata.co.id/demografi/statistik/603a7aecf3fa9b6/daftar-10-polda-dengan-pelaporan-kasus-kdrt-tertinggi-pada-2021
https://dataindonesia.id/varia/detail/data-jumlah-kasus-kdrt-di-indonesia-pada-2022
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2. METODE 

Dalam penelitian ini, penulis menerapkan metode penelitian yuridis normatif yang 

menjelaskan dengan jelas dan mendetail mengenai upaya hukum untuk melindungi korban 

KDRT. Metode penelitian yuridis normatif merupakan metode yang fokus pada studi hukum 

melalui sumber-sumber pustaka, dengan cara menganalisis hanya bahan bacaan atau data 

sekunder.7 Pada penelitian ini penulis mengacu pada peraturan yang berlaku seperti Undang-

Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Runmah Tangga. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN  

3.1 Upaya Perlindungan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2004 

Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) merupakan 

langkah progresif dalam pembaruan hukum pidana Indonesia yang lebih fokus memberikan 

perhatian terhadap perlindungan korban dalam lingkup domestik. Namun, dalam praktik 

implementasinya, fokus utama masih cenderung diarahkan pada upaya pemidanaan terhadap 

pelaku, tanpa diimbangi dengan pendekatan pemulihan terhadap korban. Selain itu, aparat 

penegak hukum masih kerap memposisikan kekerasan dalam rumah tangga sebagai delik aduan 

yang bersifat privat, sehingga mendorong penyelesaian melalui jalur kekeluargaan tanpa 

mempertimbangkan dampak psikologis dan keberlanjutan perlindungan bagi korban. 

Pandangan semacam ini justru melemahkan semangat dari UU PKDRT itu sendiri yang 

bertujuan melindungi korban dan menjamin keadilan dalam lingkup domestik.8 Sebagaimana 

yang dicantumkan sejumlah pasal pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang 

Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, perlindungan terhadap korban bukan sekedar 

bersifat represif, tetapi juga mencakup aspek preventif. Upaya preventif sendiri melalui 

pemberian perlindungan sementara oleh lembaga terkait, penetapan perlindungan oleh 

pengadilan, dan penyerdiaan layanan advokasi untuk korban. Perlindungan preventif menjadi 

elemen penting dalam menciptakan sistem penanganan kekerasan dalam rumah tangga yang 

responsif dan berpihak pada korban. 

Terkadang kasus yang mereka alami tidak perlu untuk dilaporkan dan ditindaklanjuti karena 

banyak yang berfikir bahwa hal tersebut merupakan hal yang harus dirahasiakan. Minimnya 

 
7 Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007).hlm.13 
8 Hamidah Abdurrachman, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam 

Putusan Pengadilan Negeri Sebagai Implementasi Hak-Hak Korban," Jurnal Hukum Ius Quia Iustum 17, no. 3 

(2010): 475–491. 
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kepercayaan masyarakat, terutama dari para korban KDRT , terhadap sistem hukum di 

Indonesia merupakan permasalahan yang telah berlangsung sejak sebelum disahkannya 

UUPKDRT. Pada masa itu, banyak kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dilaporkan tidak 

ditindaklanjuti secara serius oleh aparat penegak hukum, khususnya tidak sampai pada tahap 

penyidikan terhadap pelaku. Kondisi ini menimbulkan persepsi negatif bahwa upaya pelaporan 

tidak akan menghasilkan perlindungan atau keadilan yang nyata bagi korban. Hal ini semakin 

memperkuat rasa putus asa korban terhadap sistem perlindungan hukum yang seharusnya 

menjadi benteng terakhir dalam menjamin hak dan keselamatan mereka.9  

Ketakutan akan kemungkinan perceraian dan hilangnya sumber penghidupan membuat korban 

memilih untuk tetap bertahan dalam situasi kekerasan yang dialami. Hal ini mencerminkan 

adanya relasi kuasa yang timpang serta keterbatasan akses korban terhadap mekanisme 

perlindungan yang tersedia. Dalam kasus lainnya, korban mendapatkan kurangnya 

berkepihakan penegak hukum terhadap korban yang mengalami kekerasan psikis dalam rumah 

tangga. Korban sudah melaporkan pelaku (suaminya) dengan tujuan supaya tindakan pelaku 

segera diproses secara pidana, karena pelaku sudah mengancam ingin mengambil paksa kedua 

anak mereka yang dimana seharusnya hal tersebut dapat dipidana. Namun, pada waktu itu, 

polisi berpendapat bahwa ketentuan mengenai kekerasan dalam rumah tangga tidak dapat 

diterapkan secara terpisah dan harus berkaitan dengan KUHP. UU PKDRT sendiri sudah 

membahas kententuan pidana bagi pelaku kekerasan dalam rumah tangga, seperti yang 

tercantum pada Bab VIII Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Bab VIII Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2004 menetapkan sanksi pidana untuk kekerasan seksual dalam KDRT, yang 

melibatkan hukuman minimal 5 tahun penjara dan maksimal 15 tahun penjara atau 20 tahun 

penjara, atau denda antara 12 juta rupiah sampai dengan 300 juta rupiah atau antara 25 juta 

rupiah s/d 500 juta rupiah (Pasal 47 dan 48 UU PKDRT). Selain itu, perlu diperhatikan bahwa 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tidak ditujukan untuk suami saja tetapi istri atau 

anggota keluarga lain yang tinggal dalam satu lingku rumah tangga yang sama apabila mereka 

juga melakukan kekerasan dalam rumah tangga.10 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 

terdiri dari keseimbangan dalam memberikan perlindungan, baik untuk korban, pelaku 

kekerasan, dan juga masyarakat secara keseluruhan. Dalam undang-undang ini, korban 

mendapatkan lebih banyak perlindungan hukum. Dari total 55 Pasal, 28 Pasal atau 50% fokus 

pada perlindungan korban kekerasan. Perlindungan ini mencakup keamanan, layanan 

 
9 Ibid 
10 Sabungan Sibarani, "Prospek Penegakan Hukum Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah 

Tangga (UU PKDRT)," Jurnal HAM 7, no. 1 (2016): 1–9. 
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kesehatan, konseling, bimbingan rohani, bantuan hukum, pemulihan, dan perlindungan atas 

kerahasiaan korban. Perlindungan ini dilakukan dengan cara yang terkoordinasi antara lembaga 

hukum, lembaga kesehatan, atau badan pemerintah lainnya serta organisasi sosial masyarakat, 

dan juga melibatkan masyarakat secara luas.11 

Untuk hukum sebagai pengayom masyarakat, diperlukan beberapa faktor pendukung. Salah 

satu hal yang dianggap penting dalam sistem hukum adalah fasilitas yang dirancang untuk 

mendukung implementasi norma hukum dalam kehidupan masyarakat. Selain itu, efektivitas 

fungsi hukum sangat dipengaruhi oleh interaksi yang harmonis antara perangkat hukum, aparat 

penegak hukum, dan tingkat kesadaran hukum yang dimiliki oleh masyarakat. Begitu juga 

dengan upaya-upaya dalam mencari keadilan hukum terwujud melalui pelayanan para penegak 

hukum seperti Kepolisian, Kejaksaan, dan Makamah AgungSecara umum, lembaga-lembaga 

itu diharapkan bisa memberikan bantuan kepada para korban kekerasan dalam rumah tangga 

tanpa melihat jenis kelamin dan dengan cara yang sederhana, agar para korban tidak terbebani 

secara finansial dengan biaya yang tinggi. Hal ini perlu diperhatikan dan penting untuk 

memberi tekanan dan perhatian karena dalam prakteknya para penegak hukum cenderung 

lambat. 12 

Maka dari itu, penulis berpendapat bahwa Undang-Undang PKDRT ini belum bekerja secara 

optimal di Indonesia, karena aparat penegak hukum dan masyarakat belum bisa mengenal lebih 

dalam tentang undang-undang ini. Sehingga beberapa korban kekerasan dalam rumah tangga 

memilih untuk tidak melanjutkan permasalahan ini ke ranah hukum dan memilih untuk bercerai 

(hukum perdata). Adanya hal lain karena korban merasa kekerasan yang di alami adalah hal 

yang privat dan dianggap sebagai aib, sehingga korban memilih untuk tidak melanjutkan ke 

ranah hukum pidana karena ditakutkan apabila kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga 

akan menjadi masalah yang panjang dan akan menimbulkan kekerasan yang berkelanjutan oleh 

pelaku kepada korban. 

3.2 Evaluasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 pada saat ini. 

Kekerasan dalam rumah tangga adalah masalah yang rumit dan masih menjadi topik penting 

di Indonesia. Ini menunjukkan pelanggaran HAM yang berpengaruh besar kepada individu, 

keluarga, dan masyarakat. Meskipunn telah ada upaya signifikan melalui regulasi seperti 

lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Pengertian KDRT dalam undang-undang itu 

 
11 Moh Zainol Arief, Perlindungan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga menurut Hukum Islam dan Hukum 

Positif Indonesia, Proseding Call For Paper ISBN, Oktober 2016 
12 Anastasia Reni Widyastuti, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Jurnal 

Law Pro Justicia, Vol.II, No. 1 , Desember 2016 
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mencakup banyak jenis kekerasan, seperti fisik, mental, seksual, dan penelantaran. Ini 

menunjukkan betapa rumitnya masalah ini.13 Disebut pelanggaran HAM karena didalam 

bentuk KDRT tidak menunjukkan hak-hak yang dilindungi oleh Hak Asasi Manusia, yaitu hak 

untuk bebas dari kekerasan, hak untuk terhindar dari penyiksaan, hak untuk merasa aman, hak 

untuk mendapatkan perlindungan hukum, serta hak untuk kesehatan fisik dan mental. 

Pada praktiknya terjadi kriminalisasi kepada korban. Data yang di keluhkan kepada  Komnas 

Perempuan dari 2011 hingga Juni 2013 menunjukan bahwa 60% kekerasan dalam rumah 

tangga mengalami kriminalisasi, 10% diantaranya dipidanakan melalui UU PKDRT namun 

dalam beberapa kasus menyelesaikan melalui hukum perdata untuk menghindari sanksi yang 

akan diberikan kepada pelaku. Data yang dikumpulkan dari Catatam Tahunan Komnas 

Perempuan pada tahun 2020 menunjukkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga, atau 

kekerasan dalam kehidupan pribadi, masih menempati urutan pertama dengan jumlah 75,4% 

dibandingkan dengan kekerasan di bidang lain. Dari 11.105 kasus kekerasan terhadap 

perempuan, kekerasan fisik mencapai 4.783 kasus, sedangkan 6.555 kasus, atau 59 persen, 

adalah kekerasan terhadap istri. Kekerasan yang dialami oleh anak perempuan juga naik hingga 

13%, sama halnya dengan kekerasan terhadap pekerja rumah tangga. Di dalam kasus kekerasan 

dalam rumah tangga, terdapat juga kekerasan seksual seperti pemerkosaan dalam pernikahan 

dan inses. Di antara semua kasus kekerasan seksual di lingkungan pribadi, inses mencatat 

jumlah yang tertinggi dengan total 822 kasus.14  

Kerja sama antara masyarakat, pemerintah, dan aparat penegak hukum sangatlah penting dalam 

hal ini untuk menegakan perlindungan terhadap korban. Kurangnya pemahaman tentang UU 

PKDRT oleh masyarakat sehingga masyarakat yang mengalami hal tersebut mengalami 

kesulitan dalam pemahaman dan enggen untuk melaporkan kepada aparat penegak hukum. 

Namun, KUHP memperkenalkan konsep pemidaan baru, seperti pidana pengganti denda dan 

pidana kerja sosia. Hal ini dapat mempengaruhi sebagaimana pelaku KDRT dihukum. Dalam 

KUHP  lebih mengedepankan restorative justice untuk kasus-kasus terntentu. Hal ini juga dapat 

mempengaruhi pada penindakan pelaku kekerasan dalam rumah tangga karena dalam 

praktiknya banyaknya kasus yang berakhir dengan mediasi yang sama sekali tidak 

menguntungkan korban.  

 
13 Rahma Mentari, Mewujudkan Keadilan: Perlindungan Hukum bagi Perempuan Korban KDRT dalam Sistem 

Peradilan Pidana Indonesia, Journal of Gender and Children Studies, Vol.4, No.1 , 2024 
14 https://komnasperempuan.go.id/instrumen-modul-referensi-pemantauan-detail/menemukenali-kekerasan-

dalam-rumah-tangga-kdrt diakses 28 Februari 2025 

https://komnasperempuan.go.id/instrumen-modul-referensi-pemantauan-detail/menemukenali-kekerasan-dalam-rumah-tangga-kdrt
https://komnasperempuan.go.id/instrumen-modul-referensi-pemantauan-detail/menemukenali-kekerasan-dalam-rumah-tangga-kdrt
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KUHP menetapkan hukuman bagi orang yang melakukan kekerasan, yang termasuk dalam 

penganiayaan, tetapi hukuman itu belum secara langsung menyentuh kekerasan dalam rumah 

tangga. Dengan adanya pencriminalan untuk tindakan kekerasan dalam rumah tangga sebagai 

tindak pidana dalam UU No.23 Tahun 2004 mengenai. Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah 

Tangga, maka undang-undang ini telah menjadi bagian dari sistem hukum pidana positif 

Indonesia.15 Meskipun UU PKDRT tetap relevan, namun tetap ada tantangan dalam 

implementasinya setelah KUHP baru telah berlaku. Perlu ada sinkronisasi antara kedua hukum 

ini supaya tidak terjadi tumpang tindih dalam perlindungan korban dan penegakan hukum bagi 

pelaku kekerasan dalam rumah tangga.  

 

4. PENUTUP 

4.1 Kesimpulan  

1. Berdasarkan hasil analisis terhadap upaya perlindungan hukum bagi korban kekerasan 

dalam rumah tangga menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, dapat 

disimpulkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga merupakan bentuk kekerasan yang 

terjadi dalam ranah domestik, yang dapat berupa kekerasan fisik, psikis, seksual, maupun 

penelantaran rumah tangga. Undang-undang tersebut secara eksplisit mengatur mengenai 

mekanisme perlindungan terhadap korban, yang melibatkan peran aparat penegak 

hukum, keluarga, lembaga sosial, serta pihak-pihak terkait lainnya. Selain itu, regulasi 

ini juga mengatur mengenai penanganan khusus terhadap korban, termasuk 

pendampingan oleh pekerja sosial serta pemberian bantuan hukum guna menjamin 

terpenuhinya hak-hak korban secara adil dan menyeluruh. Selain mencantumkan 

perlindungan dan pendampingan terhadap korban, undang-undang ini juga 

mencantumkan ketentuan pidana terhadap pelaku. Namun pada kenyataannya , korban 

kekerasan dalam rumah tangga memilih tidak melaporkan kekerasan yang dialami oleh 

korban, karena beberapa korban menganggap bahwa hal tersebut adalah aib keluarga. Di 

sisi lain, kuranganya perhatian dan penanganan yang serius oleh aparat penegak hukum 

menjadi salah satu faktor korban memilih untuk menggunakan jalur perdata atau bercerai. 

Selain itu, proses pelaporan yang memerlukan waktu cukup lama kerap menjadi 

hambatan bagi korban dalam mencari keadilan. Kondisi tersebut menimbulkan 

kekhawatiran akan terjadinya kekerasan lanjutan yang dapat membahayakan 

keselamatan fisik maupun psikis korban selama proses hukum berlangsung. 
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2. Berdasarkan hasil analisis terhadap evaluasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 

pada saat ini, dapat disimpulkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) 

merupakan permasalahan serius yang memerlukan perhatian khusus dari aparat penegak 

hukum. Oleh karena itu, penegakan hukum serta pemberian perlindungan terhadap 

korban KDRT harus menjadi prioritas dalam sistem peradilan. Tindakan kekerasan yang 

terjadi di dalam lingkup rumah tangga dapat menimbulkan dampak yang signifikan, baik 

secara fisik, seksual, maupun psikologis terhadap korban. Meskipun regulasi telah diatur 

melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam 

Rumah Tangga, evaluasinya di lapangan masih membutuhkan penguatan dari aparat 

penegak hukum guna menjamin terpenuhinya hak-hak korban serta menciptakan 

perlindungan yang komprehensif. Serta harus dalam pemidanaannya sering di 

dampingkan  

4.2 Saran  

1. Berdasarkan hasil penelitian mengenai perlindungan hukum terhadap korban kekerasan 

dalam rumah tangga sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 

tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, penulis merekomendasikan 

agar aparat penegak hukum secara optimal menjalankan peran dan fungsinya dalam 

memberikan perlindungan yang efektif kepada korban. Selain itu, aparat penegak 

hukum juga diharapkan mampu memastikan terselenggaranya upaya pemulihan bagi 

korban, sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam undang-undang tersebut, guna 

menjamin keadilan dan pemenuhan hak-hak korban secara menyeluruh. 

2. Pada dasarnya  KDRT suatu masalah yang serius dan harus diperhatikan oleh aparat 

penegak hukum, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, dalam 

memberikan perlindungan dan penegakkan hukum sebaiknya dilakukan sinkronisasi 

dengan undang-undang hukum pidana yang berlaku di Indonesia supaya tidak ada 

tumpang tindih dalam penegakkannya. 
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